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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Desa 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Provinsi Jambi, dapat 

diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat perubahan positip atau peningkatan kondisi status desa antara sebelum 

dan setelah kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal di Provinsi Jambi. Namun demikian, ditemukan pula Desa-desa 

yang tidak mengalami perubahan status desa (atau tetap dengan status desa semula), 

meskipun telah digulirkannya Dana Desa pada Desa-desa tersebut, serta ditemukan 

Desa-desa yang justru mengalami penurunan status desa, dari semula status Desa 

Berkembang menjadi Desa Tertinggal (terdapat 9 desa), dan dari status Desa 

Mandiri menjadi Desa Berkembang (terdapat 3 desa). 

2. Terdapat perubahan positip atau peningkatan kondisi penyediaan infrastruktur 

dasar antara sebelum dan setelah kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Provinsi Jambi. 

3. Terdapat perubahan positip atau peningkatan kondisi penyediaan pelayanan umum 

antara sebelum dan setelah kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lokal di Provinsi Jambi. 
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4. Terdapat perubahan positip atau peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat 

lokal antara sebelum dan setelah kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Provinsi Jambi. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1. Jika penyediaan infrastruktur dasar diharapkan meningkat secara berkelanjutan 

pada Desa-desa di Provinsi Jambi, maka harus meningkatkan kemampuan dan 

profesionalisme para implementor Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa 

yang lebih baik lagi. 

2. Jika penyediaan pelayanan umum diharapkan meningkat secara berkelanjutan 

pada Desa-desa di Provinsi Jambi, maka harus meningkatkan kemampuan dan 

profesionalisme para implementor Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa 

yang lebih baik lagi. 

3. Jika kesejahteraan masyarakat lokal diharapkan meningkat secara berkelanjutan 

pada Desa-desa di Provinsi Jambi, maka harus meningkatkan kemampuan dan 

profesionalisme para implementor Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa 

yang lebih baik lagi. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian di atas, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten/Kota se-

Provinsi Jambi, disarankan agar: 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sebaik mungkin, dengan 

meningkatkan komunikasi, mengoptimalkan sumber daya yang ada, meluruskan 

sikap atau orientasi, dan menyederhanakan struktur birokrasi, agar hasil 

pengelolaan Dana Desa optimal. 

b. Melakukan penguatan SDM dengan meningkatkan pendidikan dan ketrampilan. 

2. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, disarankan agar: 

a. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan aparatur desa, agar visi misi dan 

tujuan Dana Desa tercapai 

b. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan kepada pengelola Dana Desa 

c. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang baik dan terus-menerus kepada 

masyarakat desa, agar ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan 

implementasi Dana Desa 

d. Melakukan pengawasan secara rutin dan berkala agar proses jalannya 

pengelolaan Dana Desa lebih baik lagi atau tidak terjadi penyelewengan. 

3. Untuk para calon peneliti di bidang Administrasi Publik, disarankan agar dapat 

melakukan penelitian lanjut yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan 
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temuan penulis bahwa masih terdapat Desa-desa yang tidak mengalami perubahan 

status desa. Dan lebih khusus lagi, temuan penulis bahwa justru terdapat Desa-desa 

yang mengalami penurunan status desa meskipun telah dikucurkan Dana Desa.  
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